
BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUOL
NOMOR 5  T A H U N  2018

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang :  a .  b a h w a  u n t u k  meningkatkan upaya  pencegahan t i n d a k
pidana korups i  d i  Indonesia ser ta mencegah terjadinya
praktek suap d i  dalam penyelenggaraan pelayanan publ ik
kepada masya raka t ,  p e r l u  m e n e r a p k a n  m e k a n i s m e
pengendalian grat i f ikasi  y a n g  efekt i f  d a n  ef is ien s e r t a
transparan;

b. b a h w a  penerapan pengendalian grati f ikasi d imaksudkan
untuk memudahkan masyarakat,  Pegawai Neger i  a t a u
Penyelenggara N e g a r a  d a l a m  menyampa ikan  l a p o r a n
gratifikasi, m e m i n i m a l i s i r  k o n f l i k  kepen t i ngan ,  s e r t a
memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melakukan
pencegahan tindak pidana korupsi;

c. b a h w a  u n t u k  m e l a k s a n a k a n  k e t e n t u a n  P e r a t u r a n
Pemerintah N o m o r  6 0  Ta h u n  2 0 0 8  Te n t a n g  S i s t e m
pengendalian i n t e r n a l  Pemer in tah  p e r l u  mene tapkan
Pengendalian Gratif ikasi di l ingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Buol;



d. b a h w a  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam h u r u f  a, h u r u f  b, dan  h u r u f  c  per lu  menetapkan
Peraturan B u p a t i  t en tang  Pengendalian Grat i f i kas i  d i
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;

Mengingat :  1 .  Undang -Undang  N o m o r  2 8  T a h u n  1 9 9 9  t e n t a n g
Penyelenggaraan Negara y a n g  Bers ih  d a n  Bebas  d a r i
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang -Undang  N o m o r  3 1  T a h u n  1 9 9 9  t e n t a n g
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran N e g a r a  R e p u b l i k  Indones ia  N o m o r  3 8 7 4 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun  2001 tentang Perubahan. atas Undang-Undang
Nomor 3 1  Ta h u n  1999  tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korups i  (Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia
Tahun 2001  N o m o r  134 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang -Undang  Nomor 3 0  Ta h u n  2002  tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun  2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran N e g a r a  R e p u b l i k  Indones ia  N o m o r  4 2 5 0 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Ta h u n  2015 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 0  Tahun  2002
tentang Komis i  Pemberantasan T i n d a k  Pidana ko rups i
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5661);



4. Undang -Undang  Nomor 5  Tahun  2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor  6 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang  N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor  5587),  sebagaimana
telah d iubah terakhi r  dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2 0 1 5  ten tang  Perubahan Kedua  A t a s  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. P e r a t u r a n  Pemerintah Nomor  6 0  Ta h u n  2 0 0 8  ten tang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun  2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. D a e r a h  adalah Kabupaten Buol.
2. P e m e r i n t a h  D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  s e b a g a i  u n s u r  penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. B u p a t i  adalah Bupati Buol.
4. P e j a b a t  kabupaten adalah Bupat i ,  Wak i l  Bupat i ,  Aparatur  Sipi l  Negara,

Calon Apara tur  S ip i l  Negara, Dewan Pengawas BUMD, Di reks i  BUMD,
Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten.

5. Penyelenggara Negara adalah pejabat  negara yang  menjalankan tugas
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya be rka i t an  d e n g a n  penyelenggaraan nega ra  s e s u a i  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. P e g a w a i  Negeri adalah :
a. pegawai  negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

kepegawaian.
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Ki tab Undang-Undang

Hukum Pidana.
c. O r a n g  menerima gaji atau upah dar i  suatu Korporasi yang menerima

bantuan dari keuangan negara atau daerah.
d. O r a n g  menerima gaji atau upah dari  suatu Korporasi yang menerima

bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau
e. O r a n g  y a n g  mener ima g a j i  a t a u  u p a h  d a r i  Korporas i  l a i n  y a n g

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
7. G r a t i f i k a s i  ada lah pemberian dalam a r t i  luas, yakn i  mel iput i  pemberian

uang, barang,  r a b a t  (discount), komis i ,  p in jaman t a n p a  bunga,  t i k e t
perjalanan, fasi l i tas penginapan, per jalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di
luar negeri, yang di lakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik.

8. Pengenda l ian  Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dibangun un tuk
mencegah terjadinya t indak pidana Gratifikasi dan  mengelola penerimaan
dan pemberian Gratif ikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, d a n
transparan.

9. U n i t  Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah un i t
yang d iben tuk  a t a u  d i t u n j u k  u n t u k  menjalankan fungs i  Pengendalian
Gratifikasi.



10. Komis i  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat
KPK ada lah  lembaga negara  y a n g  d a l a m  melaksanakan t u g a s  d a n
wewenangnya bersifat independen d a n  bebas d a n  pengaruh kekuasaan
manapun.

11. Pember i  adalah para p ihak  ba l k  perseorangan,sekelompok orang, badan
hukum a t a u  lembaga y a n g  member ikan grat i f ikasi  kepada  pener ima
gratifikasi.

12. Formu l i r  Pelaporan Gratif ikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh
KPK da lam b e n t u k  elektronik a t a u  n o n  elektronik u n t u k  melaporkan
Penerimaan Gratifikasi.

13. Laporan Grat i f i kas i  a d a l a h  d o k u m e n  y a n g  b e r i s i  in fo rmas i  l engkap
penerimaan Gra t i f i kas i  y a n g  d i tuangkan  d a l a m  F o r m u l i r  Pelaporan
Gratifikasi oleh Pelapor;

14. Pemeliharaan Barang Gratifikasi adalah menerima, menyimpan, melakukan
inventarisir d a n  memanfaatkan/menyalurkan barang Grat i f ikasi  sesua i
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Be r l aku  Umum adalah pemberian yang diberlakukan sama terhadap jenis,
bentuk, persyaratan, atau nilai kepada setiap orang dan memenuhi prinsip
kewajaran atau kepatutan.

16. Pemetaan Ti t ik  Rawan adalah melakukan identif ikasi/kajian terhadap un i t
kerja/pelayanan publ ik yang berpotensi tinggi menerima atau memberikan
Gratifikasi.

17. Kon f l i k  Kepentingan adalah kondisi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara y a n g  p a t u t  d i duga  memi l i k i  kepent ingan p r i bad i  d a n  d a p a t
mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.

18. Rekan  Kerja adalah rekan kerja dalam lingkup yang sempit, d i  lingkungan
dimana terdapat  interaksi  langsung yang terka i t  kedinasan yang  su l i t
dipisahkan dari interaksi personal seperti pertemanan dan hubungan sosial
lainnya yang tidak memiliki konflik kepentingan.

19. M u d a h  Rusak adalah kondisi dimana makanan dalam waktu singkat t idak
layak dikonsumsi.



BAB II
PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Tahapan Pengendalian Gratifikasi

Pasal 1
(1) Pengendal ian Gratifikasi sebagaimana dimaksud terdiri atas tahapan:

a. praimplementasi;
b. implementasi;  dan
c. p a s c a  implementasi

(2) Ta h a p a n  praimplementasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) h u r u f  a
terdiri atas:
a. penandatanganan komitmen Pengendalian Gratifikasi; dan
b. penyusunan rencana kerja penerapan Pengendalian Gratifikasi.

(3) Ta h a p a n  implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f  b terdiri
atas:
a. pembangunan perangkat Pengendalian Gratifikasi;
b. penguatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap pentingnya

dan manfaat Pengendalian Gratifikasi; dan
c. penerapan Pengendalian Gratifikasi.

(4) Ta h a p a n  pasca implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu ru f  c
meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap:
a. pelaksanaan prosedur penerimaan laporan Gratifikasi;
b. ketepatan reviu terhadap laporan Gratifikasi;
c. pelaksanaan rencana kerja; dan
d. u p a y a  l a i n  y a n g  d a p a t  m e n d o r o n g  pengembangan pene rapan

Pengendalian Gratifikasi.

Pasal 2
(1) Penerapan Pengendalian Grat i f i kas i  d i  se t i ap  I ns tans i  Pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 d i  bawah koordinasi dan supervisi
KPK.



(3)

(2) Koord inas i  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan alam bentuk:
a. penyelenggaraan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan kegiatan

lainnya terkait Pengendalian Gratifikasi;
b. permintaan data dan informasi terkait kegiatan Pengendalian Gratifikasi

di Instansi Pemerintahan;
c. konsu l tas i  penerapan Pengendalian Gratifikasi; dan
d. penyelenggaraan pertemuan periodik a tau khusus  terka i t  monitoring

dan evaluasi kegiatan Pengendalian Gratifikasi.
Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. me lakukan  pengawasan terkait kegiatan Pengendalian Gratifikasi;
b. me lakukan  penelit ian a tau  penelaahan terka i t  dengan Pengendalian

Gratifikasi pada Instansi Pemerintahan dan instansi yang melaksanakan
pelayanan publik; dan

c. me lakukan  monitor dan evaluasi terhadap implementasi Pengendalian
Gratifikasi pada Instansi Pemerintahan dan instansi yang melaksanakan
pelayanan publik.

Pasal 3
Penerapan Pengendalian Grat i f ikasi  sebagaimana d imaksud da lam Pasal  1
berpedoman pada tata cara penerapan Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan
oleh KPK.

Bagian Kedua
Unit Pengendalian Gratifikasi

Pasal 4
(1) Penerapan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dilaksanakan oleh UPG.
(2) U P G  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat

Kabupaten.
(3) Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdir i  dari unsur

Inspektorat, Biro Hukum dan Biro Organisasi;
(4) U P G  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati;



(5) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. m e m p e r s i a p k a n  perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain

yang sejenis untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi;
b. m e n e r i m a ,  menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan

dan penolakan Grati f ikasi dan  Pegawai Negeri a tau  Penyelenggara
Negara;

c. m e n e r u s k a n  laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
d. m e l a p o r k a n  rekapitulasi laporan Grati f ikasi secara periodik kepada

KPK;
e. m e n y a m p a i k a n  h a s i l  pengelolaan laporan  Grat i f ikasi  d a n  u s u l a n

kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
f. m e l a k u k a n  sosialisasi a turan Gratif ikasi kepada p ihak internal  dan

eksternal instansi;
g. m e l a k u k a n  pemeliharaan barang Gratif ikasi sampai  dengan adanya

penetapan status barang tersebut;
h. m e l a k u k a n  peme taan  t i t i k  r a w a n  pener imaan  d a n  pember ian

Gratifikasi; dan
i. m e l a k u k a n  p e m a n t a u a n  d a n  eva luas i  penerapan  Pengendal ian

Gratifikasi.

Bagian Ketiga
Permintaan Data dan Informasi Gratifikasi

Pasal 5
(1) K P K  d a p a t  memin ta  d a t a  d a n  in formasi  kepada  Pemerintah Daerah

mengenai penerimaan dan pemberian Gratifikasi.
(2) Pemer in tah  Daerah wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan

dengan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada KPK.

Pasal 6
Tata cara mengenai permintaan dan pemberian data dan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan KPK.



BAB III
TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI DAN

PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 7
(1) Pejabat/Pegawai waj ib  menolak Gratif ikasi yang  diketahui  berhubungan

dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(2) S e t i a p  Pejabat/Pegawai di larang memberikan Gratif ikasi kepada Pegawai

Negeri a tau  Penyelenggara Negara yang la in  yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 8
(1) D a l a m  h a l  Pejabat/Pegawai berada dalam kondis i  t i dak  dapat  menolak

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pegawai Negeri
atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.

(2) K o n d i s i  t idak dapat menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. Grat i f ikas i  t idak diterima secara langsung; atau
b. Pember i  Gratifikasi tidak diketahui;
c. Grat i f ikas i  d iber ikan da lam rangka  kegiatan a d a t  ist iadat, upacara

keagamaan, dan/atau hubungan kenegaraan

Pasal 9
(1) S e t i a p  Pejabat/Pegawai y a n g  mener ima Grat i f ikas i  w a j i b  melaporkan

penerimaan Gratifikasi.
(2) Kewa j i ban  melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga

Gratifikasi yang tidak dapat ditolak karena:
a. G r a t i f i k a s i  t idak diterima secara langsung;
b. P e m b e r i  Gratifikasi tidak diketahui; atau
c. G r a t i f i k a s i  d iber ikan dalam rangka kegiatan ada t  istiadat, upacara

keagamaan, dan/atau hubungan kenegaraan.



Pasal 10
(1) Pe laporan Grat i f ikas i  sebagaimana d imaksud  p a d a  pasa l  9  a y a t  ( 1 )

dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
a. pember ian d a l a m  ke luarga y a i t u  k a k e k /  nenek, b a p a k /  ibu / mertua,

suami/ istri, anak /  menantu, anak angkat/  wali yang sah, cucu, be san,
paman/bibi, kakak/adik/ ipar,  sepupu dan keponakan, sepanjang tidak
terdapat konflik kepentingan;

b. keuntungan a t a u  b u n g a  d a r i  penempatan d a n a ,  inves tas i  a t a u
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

c. man faa t  da r i  koperasi, organisasi kepegawaian a tau  organisasi yang
sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;

d. seminar  k i t  yang  berbentuk seperangkat modul ,  a l a t  tu l is ,  p lakat ,
sertifikat, tas  dan pakaian dengan logo atau informasi terkait  instansi
yang B e r l a k u  U m u m ,  y a n g  d i t e r i m a  d a l a m
seminar/pelatihan / workshop/ konferensi atau kegiatan sejenis;

e. had iah ,  apresiasi atau penghargaan dar i  kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi yang d i ikut i  dengan biaya sendiri dan t idak terkait  dengan
kedinasan;

f. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi  k e r j a  yang  diber ikan o l eh  pemerintah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. h a d i a h  langsung/undian, diskon/rabat,  voucher, po in t  rewards, a tau
suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

h. kompensasi  a tau honor  atas profesi d i luar  kegiatan kedinasan yang
tidak terka i t  dengan tugas dan  kewajiban, sepanjang t idak  terdapat
konflik kepen t ingan  d a n  t i d a k  me langgar  p e r a t u r a n /  kode e t i k
pegawai/pejabat yang bersangkutan;

i. kompensas i  y a n g  d i t e r i m a  t e r k a i t  k e g i a t a n  k e d i n a s a n  s e p e r t i
honorarium, t ransportasi ,  akomodasi  d a n  pembiayaan y a n g  t e l a h
ditetapkan da lam standar  b iaya yang ber laku d i  instansi  penerima
Gratifikasi sepanjang tidak terdapat  pembiayaan ganda, t idak terdapat
benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di
instansi penerima;



j. k a r a n g a n  bunga dengan batasan nilai tertentu per pemberi dalam setiap
kegiatan;

k. pember ian t e r k a i t  d e n g a n  penyelenggaraan p e s t a  per tunangan,
pernikahan, kelahiran,  aqiqah,  bapt is ,  kh i tanan,  po tong  gig i ,  a t a u
upacara adat /  agarna lainnya dengan batasan ni la i  sama dengan atau
tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu j u t a  rupiah) pe r  pemberi dalam
setiap kegiatan;

1. b ingk isan/cendera  mata/suveni r  a t a u  benda  sejenis yang  d i ter ima
tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud
pada h u r u f  k  dengan batasan ni la i  sama dengan atau t idak melebihi
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberi dalam setiap kegiatan;

m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh din
penerima Gratifikasi, suami, istr i ,  anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau
menantu penerima gratifikasi dengan batasan ni la i  sama dengan atau
tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu j u t a  rupiah) pe r  pemberi dalam
setiap peristiwa;

n. pember ian sesama pegawai da lam rangka  p isah  sambut ,  pensiun,
promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau
alat tuka r  lainnya dengan batasan sama dengan atau t idak  melebihi
Rp300.000,00 ( t i g a  r a t u s  r i b u  rup iah)  p e r  pember i  dengan t o t a l
pemberian p a l i n g  banyak Rp1.000.000,00 (satu ju ta  rupiah) dalam 1
(satu) tahun dari pemberi yang sama;

o. pember ian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat
tukar lainnya dengan batasan ni la i  sama dengan atau t idak melebihi
Rp200.000,00 ( d u a  r a t u s  r i b u  rup iah)  p e r  pember i  dengan t o t a l
pemberian p a l i n g  banyak Rp1.000.000,00 (satu ju ta  rupiah) dalam 1
(satu) t ahun  dan pember i  yang sama, sepanjang t idak diberikan oleh
bawahan ke atasan; dan/atau

p. pember ian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum.
(2) Ke ten tuan  sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  (1 )  t i d a k  ber laku,  j i k a

penerimaan gratifikasi berkaitan dengan tindak pidana.



Bagian Kedua
Penyampaian Laporan

Pasal 11
(1) L a p o r a n  Grat i f ikas i  sebagaimana d imaksud  d a l a m  Pasa l  1 0  a y a t  (1)

disampaikan secara elektronik atau nonelektronik dengan mengisi formulir
pelaporan Gratifikasi.

(2) F o r m u l i r  pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. n a m a  dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
b. N o m o r  Induk Kependudukan (Nomor KTP);
c. j aba tan  Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
d. t e m p a t  dan waktu penerimaan Gratifikasi;
e. u r a i a n  jenis Gratifikasi yang diterima; dan
f. n i l a i  Gratifikasi yang diterima.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. K P K  dalam jangka wak tu  pa l ing  lambat  3 0  ( t iga puluh)  h a r i  ker ja

terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
b. U P G  dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) har i  kerja terhitung

sejak tanggal Gratifikasi diterima.
(4) U P G  sebagaimana dimaksud pada  aya t  (3) h u r u f  b  wa j ib  meneruskan

laporan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.

(5) F o r m a t  formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh KPK.

(3)

Pasal 12
(1) D a l a m  ha l  jenis Gratifikasi yang wajib dilaporkan berupa makanan yang

mudah r u s a k ,  pener ima Grat i f ikasi  p a d a  kesempatan per tama w a j i b
melaporkan kepada UPG.

(2) D a l a m  rangka memenuhi pr insip kemanfaatan, UPG dapat menyalurkan
makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bantuan sosial.

(3) U P G  w a j i b  membua t  be r i t a  aca ra  penyaluran makanan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagai bukt i  dalam pelaporan Gratifikasi kepada
KPK.



BAB IV

(3)

PELINDUNGAN HUKUM DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pelindungan Hukum

Pasal 13
(1) S e t i a p  Pejabat/pegawai y a n g  Menyampaikan laporan  Grat i f ikasi  w a j i b

mendapatkan perlindungan Hukum.
(2) Per l indungan  H u k u m  sebagaimana d imaksud pada  Ay a t  (1), d iber ikan

dalam bentuk :

(3)

a. Kerahasiaan Identitas
b. Kerahasiaan Laporan Gratifikasi; dan/atau
c. Perlindungan secara fisik
Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Dalam memberikan pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Bupati d a p a t  beker ja  s a m a  dengan Penegak H u k u m  d a n / a t a u  Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban.

Bagian Kedua
Pemberian Penghargaan

Pasal 15
(1) P e j a b a t /  Pegawai yang menyampaikan laporan Gratif ikasi d a n  mematuhi

ketentuan pengendalian grat i f ikasi  d a p a t  d iber ikan penghargaan o l e h
Bupati.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam
bentuk:
a. p r o m o s i  jabatan; atau
b. p e m b e r i a n  insentif.
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16
Pejabat/Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 dikenai sanksi administratif  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan d a n / a t a u  pe ra tu ran  y a n g  b e r l a k u  secara  i n t e rna l  b a g i  y a n g
bersangkutan.

Pasal 17
Penjatuhan sanksi administratif tidak menghalangi atau mengurangi berlakunya
hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.
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